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PUTUSAN
Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Trk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 07 Januari

1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan

Bendungan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 21 Desember

2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta

memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Trk,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari
Kamis tanggal 19 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul
Akhir 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -,
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tanggal 19 Desember 2019;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan
Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon di -, Kecamatan Bendungan selama
1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di -, Kecamatan
Trenggalek;

4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai
seorang anak, bernama ANAK | PEMOHON DAN TERMOHON, -, lahir di
Trenggalek, 19 Februari 2020, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
harmonis, namun sejak Agustus 2022, rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus disebabkan masalah perselingkuhan, Termohon
menjalin hubungan terlarang dengan pria lain, dengan pria tersebut
Termohon sering chatting mesra. Termohon sudah berkali-kali melakukan
perselingkuhan, bahkan Pemohon juga sudah memberitahu pihak keluarga
Termohon tetapi Termohon mengulangi perbuatan tersebut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada bulan Agustus 2023, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Pemohon
sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman
selama 6 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan
merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi
sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak
berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah
tangganya dengan Termohon;

9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama
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dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan
rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak tersebut, maka Pemohon
mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan
pemeliharaan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama
Trenggalek;

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon
dan Termohon yang bernama ANAK | PEMOHON DAN TERMOHON, lahir
di Trenggalek, 19 Februari 2020, (umur 4 tahun);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 05 Maret 2024

Pemohon dengan dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

bersabar dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam rumah tangganya

sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR)
tanggal 12 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon,
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dan Pemohon menyatakan petitum angka 3 (tiga) masalah permohonan hak
asuh anak dicabut;

Bahwa oleh karena Termohon setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di
persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. - yang
dikeluarkan di Trenggalek tanggal 05 Maret 2020. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang
ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi
kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 19 Desember 2019
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan
Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya,
yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian
diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI | PEMOHON, umur 65 tahun, agama lIslam, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di - Kecamatan Bendungan Kabupaten

Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
Saksi adalah ibu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke
rumah orang tua Termohon;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak, bernama ANAK | PEMOHON DAN TERMOHON,
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umur 4 tahun, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengakarannya saksi tidak tahu, namun tiba-
tiba Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan saksi sudah
berusaha musyawarah dengan orang tua Termohon tentang
perceraian ini dan pihak keluarga Termohon menyatakan sudah
setuju bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon
agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami
istri, tetapi tidak berhasil;
2.  SAKSI Il PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di - Kecamatan Bendungan Kabupaten
Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan
dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK |
PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, yang saat ini diasuh
oleh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke
rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengakarannya saksi tidak tahu, namun tiba-
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tiba Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan saksi pernah
mengantarkan orang tua Pemohon datang ke rumah orang tua
Termohon untuk musyawarah dengan orang tua Termohon tentang
perceraiana ini dan pihak keluarga Termohon menyatakan sudah
setuju bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon
agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami
istri, tetapi tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi
melalui bantuan mediator non hakim yang bernama MEDIATOR, telah
dilaksanakan, sesuai dengan laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan
telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sehingga pemeriksaan perkara
a quo telah pula memenuhi maksud Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
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pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangganya mulai sering
terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah
perselingkuhan, Termohon menjalin hubungan terlarang dengan pria lain,
dengan pria tersebut Termohon sering chatting mesra. Termohon sudah berkali-
kali melakukan perselingkuhan, bahkan Pemohon juga sudah memberitahu
pihak keluarga Termohon tetapi Termohon mengulangi perbuatan tersebut,
akibatnya sejak bulan Agustus 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya,
sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 bulan sampai
sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon karena
Termohon setelah mediasi tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti
surat dengan kode (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana
terurai di atas, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga
formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai
nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda
Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, memuat
keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam
permohonan Pemohon dan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan
Agama Trenggalek, karena Termohon bertempat tinggal di -, Kecamatan
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan terhadap tempat tinggal Termohon
tersebut tidak disangkal oleh Termohon, maka dinyatakan terbukti bahwa
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Termohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon
yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga
pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama
Trenggalek berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan
oleh keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P.2),
maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang
sah sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 19 Desember 2019,
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Trenggalek Kabupaten Trenggalek, karenanya harus dipandang sebagai pihak
yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai
pertengkaran dan perpisahan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu
sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.
Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon ternyata semua menerangkan
bahwa selama 6 bulan ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon
bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal,
sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu,
menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan telah pecah yang disebabkan
terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya terus
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menerus dan tidak ada harapan untuk bisa mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang sifatnya terus menerus tersebut dapat dilihat dengan telah terjadinya
perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan selama
perpisahan tersebut sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya
pasangan suami istri, sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun
seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu
yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang
terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim meyakini telah
terjadinya perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sejalan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26
Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk
mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon
baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun melalui mediasi,
merupakan indikasi nyata dan mayakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi
antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk
mendamaikannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya terus
menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka tidak
perlu lagi mencari siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara
Pemohon dengan Termohon tersebut. Menurut Yurispudensi Mahkamah Agung
RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 jo. Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu
lagi dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri
apakah masih bisa dipertankan apa tidak;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon
dengan Termohon dengan kondisi sebagimana pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim pun menyakini dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah mengalami perpecahan (broken marriage) dan apabila perkawinan sudah
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pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991,
sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, joncto Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, tidak lagi dapat terwujud
dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan
Termohon yang sudah pecah adalah sesuatu yang sia-sia dan bahkan dapat
menimbulkan madlarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon,
sebab itu perlu upaya mencegah setiap madlarat yang memungkinkan timbul
dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madlarat
harus diprioritaskan ketimbang yang lainnya, sebagaimana Kaidah Ushul Figh
yang berbunyi:

sulaodl £ wllasll cdx (e prda
Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada

mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah menunjukkan bahwa
perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai
pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya
kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan,
dan membina rumah tangganya bersama Termohon dalam keadaan ma'ruf,
oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu
dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam
surat Al-Bagarah 229 yang berbunyi:

Ozl g ol B e ol Olo FMall
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
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dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam
merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering
terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi,
dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah
berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang
dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut
seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang
disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Bagarah ayat 227:

pels groms ol 915 GMall Iso 55 0l
Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf () Kompilasi Hukum Islam, maka dengan
memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga
permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan
talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin
talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan cerai
talak, Pemohon juga mengajukan permohonan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak asuh anak telah
dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Trenggalek;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu

rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya

Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.H.I.
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
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Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:
- PNBP

:Rp

Panitera Pengganti,

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

60.000,00
100.000,00
925.000,00
100.000,00

10.000,00

- Proses :Rp
- Panggilan 'Rp
- Sumpah :Rp
- Meterai :Rp
Jumlah :Rp

1.195.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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